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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan diantaranya sebagai berikut: 

1. Penerapan hak restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan 

keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari 

korban dari tindak pidana perdagangan orang. penyidik maupun 

penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam 

pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. 

peran dari penyidik sangat penting selain mengungkap terjadinya tindak 

pidana, juga mengupayakan bukti-bukti nyata yang diderita korban dan 

bukti-bukti tersebut harus memenuhi atau lengkap P21 agar supaya 

Jaksa selaku penuntut umum bisa memasukan kedalam tuntutannya. 

Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk 

melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan 

kepada penyidik  bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya 

bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-

persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara 

kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya. 

2. Upaya penegak hukum dalam pelaksanaan Restitusi atau pemberian 

ganti rugi pada korban oleh terpidana sulit dilakukan. Hal ini 
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dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang tidak memiliki peraturan pelaksana. Hal ini secara 

tidak langsung memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi 

yang pelaksanaannya tidak secara total. Disamping itu, dalam undang-

undang tindak pidana perdagangan orang mengatur mengenai 

penggantian restitusi dengan pidana kurungan kepada pelaku, 

sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk lebih menjalani pidana 

kurungan pengganti tersebut. 

B. Saran 

1. Penerapan hak restitusi, kurangnya kesadaran dan sumber daya 

manusia yang terlatih dan terampil dari penegak hukum, berkaitan 

sebagaimana yang telah penulis bahas pada bagian faktor penegak 

hukum, maka diperlukan adanya peranan yang seimbang antara 

peranan yang diharapkan dan peranan yang aktual. 

2. Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman 

kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi 

dan Hakim sebagai pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

3. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme 

restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga 

penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal 
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dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana 

perdagangan orang. 
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